WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

PERIZINAN DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA BITUNG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagimana Pasal
6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan
Pemerintah  Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Pelayanan Perizinan Dan Layanan Publik di
Kota Bitung, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Pelayanan Perizinan di Kota Bitung;

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); '
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter]
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 126);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 9 Tahun .2013
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun
2013 Nomor 117);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung
Nomor 141);

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2019
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Walikota Bitung Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
DI KOTA BITUNG



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Bitung.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP.

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang

selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan
dan Nonperizinan berdasarkan - pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya. dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.

. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasmtas

fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. ‘

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama KPP Pratama
sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh
keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.

Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan
Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam
rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang
mensyaratkan kewajiban perpajakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak adalah untuk
mengkonfirmasi validasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.



Pasal 3

Tujuan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak adalah :

1. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan

2. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan. '

BAB III
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum
memberikan layanan publik tertentu.

(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
secara online melalui sistem informasi Pemerintah Daerah atau KPP
Pratama untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak valid.

(3) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus
menyelesaikan kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak Valid.

(4) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama menerbitkan Konfirmasi Status
Wajib Pajak atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan
informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 5 ‘-
(1) Pemerintah Daerah atau KPP Pratama akan mengirimkan Keterangan
Status Wajib Pajak yang berisi Informasi tentang:
a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan
Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
(2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
dilakukan melalui:

a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan system
informasi pada KPP Pratama; dan/atau
b. sistem informasi pada KPP Pratama.

- BABIV
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7
Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri

atas:
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a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
¢. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

BAB V
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 kepada pemohon apabila pemohon dapat memenuhi:
a. Status Wajib Pajak valid dari KPP Pratama; atau

b. Status Wajib Pajak valid dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Bitung.

Ditetapkan di Bitung,
Pada gal 6 Juli 2020
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